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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG

SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan
dan/atau keterampilan serta mengembangkan profesi
tenaga kesehatan diperlukan sponsorship, yang tidak
boleh mempengaruhi independensi tenaga kesehatan
dalam memberikan pelayanan kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Sponsorship bagi Tenaga

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak
Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3178);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
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10.

11.

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pengendalian  Gratifikasi di Lingkungan



Menetapkan

12.
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Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SPONSORSHIP
BAGI TENAGA KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala
bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka
peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir
atau disponsori oleh perusahaan/industri farmasi, alat
kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau
perusahaan/industri lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat
UPG adalah unit pelaksana program pengendalian

gratifikasi.



2015, No.1793

5. Institusi adalah tempat bekerja Tenaga Kesehatan baik
milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun
masyarakat.

6. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun Tenaga
Kesehatan yang seprofesi.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Pengaturan Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan dalam
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendukung
peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan serta

pengembangan profesi Tenaga Kesehatan.

Pasal 3
(1) Sponsorship dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan.
(2) Selain kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sponsorship juga dapat diberikan kepada
Institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan

dan/atau Organisasi Profesi sebagai penyelenggara.

Pasal 4

(1) Sponshorship yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan
harus memenuhi prinsip:

a. tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian
pelayanan kesehatan;

b. tidak dalam bentuk uang atau setara uang;

c. tidak diberikan secara langsung kepada individu;

d. sesuai dengan bidang keahlian;

e. diberikan secara terbuka; dan

f. dikelola secara akuntabel dan transparan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf ¢, Sponsorship dapat diberikan
berupa uang atau setara wuang untuk honor bagi
pembicara dan/atau moderator.

(3) Setara uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

antara lain cek, giro, atau billyet.



